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RINGKASAN

ADNA MUNADIAH NABILAH. Perpajakan atas Pembelian Barang dan
Jasa Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Taxation on
the Purchase of Government Goods and Services at the Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bogor. Dibimbing olen AGUS CAHYANA.

Pajak merupakan salah salah satu sumber pembiayaaan kegiatan pemerintah
untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak di Indonesia
digotongkan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan siapa lembaga yang berwenang
untu memungut pajak tersebut, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat
terdi#i dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Pajak Penghasilan sendiri memiliki beberapa jenis contohnya PPh Pasal 22
dansPPh Pasal 23. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor merupakan
perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Bogor yang memiliki fungsi
meriantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidafg pengelolaan keuangan. Dalam kegiatan belanja daerah, Bendahara
pengeluaran BKAD melakukan pembayaran untuk pembelian pengadaan barang
salafr satunya belanja alat pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan
kanter yang termasuk objek pajak PPh Pasal 22. Bendahara pengeluaran BKAD
Juga® melakukan pembayaran untuk jasa katering untuk kegiatan rapat yang
sd A'satu objek PPh Pasal 23. Pembayafan, barang, dan. jasa selain
I 39'; ;' dan PPh Pasal 23 juga dipotong Pajak Pertambahan Nilai.
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ranuakhir ini-dj ganctuj g i perpajakan
khustisnya PPH*#asal 2z@§>ﬁa‘é§s€§ Qf d%%@%ﬂfﬁﬂmﬁan dan Aset
Daerah Kota Bogor. Isi laporan ini menguraikan tata cara perhitungan, pemotongan,
penyetoran dan pelaporan pajak yang berlaku serta untuk mengetahui pelaksanaan
perpajakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor apakah sudah sesuai
dengan Peraturan Perpajakan yang ada. Laporan ini dikaji dengan metode praktik
kerja lapangan yaitu observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi
pustaka.

Bendahara pengeluaran BKAD memiliki kewajiban untuk memungut dan
menyetor pajak diantaranya PPN atas objek pajak Pengadaan Barang Kena Pajak
(BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian
pengadaan barang, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pengadaan jasa. Dalam rangka
memenuhi kewajiban Bendahara Pemerintah untuk memungut, menyetor dan
melaporkan pajak pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai
wajib pungut harus benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan
semua kewajibannya serta memerhatikan dan menjalankan peraturan perpajakan
yang berlaku.

KatayKunci : PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN



